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Revisi PP Jalan Tol Hampir Rampung

JAKARTA — Revisi Peraturan Pe-
merintah (PP) No 15/2005 tentang
Jalan Tol, dipastikan hampir rampung.
Salah satu klausul revisi peraturan ter-
sebut adalah memasukkan kebijakan
penunjukan oleh pemerintah terhadap
badan usaha milik negara untuk mem-
bangun jalan toL Iy )

“Revisi PP ini sudah hampir final.
Sekarang sudah ada di Sekretariat Ka-
binet (Setkab). Kami tinggal diundang
sekali lagi oleh Setkab sebelum dipa-
raf oleh Presiden,” ungkap Menteri
Pekerjaan Umum di Jakarta, akhir
pekan laln.

Setelah perubahan PP itu rampung,
lanjut dia, pemerintah juga akan me-
ngeluarkan peraturan presiden (per-
pres) yang berisi penunjukan lang-
sung terhadap salah satu badan usaha
milik negara (BUMN) untuk menger-
jakan proyek jalan bebas hambatan.

- Selama ini, pengerjaan jalan tol le-.

bih banyak dikerjakan oleh PT Jasa
Marga. Namun, perusahaan ini tidak
bisa mengerjakan proyek-proyek in-
; ktur, khususnya jalan tol jika di-
beri. penugasan dari pemerintah. Hal

itu disebabkan pertu pendapat dari se- -
_ Negara (PMN).

luruh pemegang saham BUMN ter-

sebut yang telah tercatat dalam pasar
modal. . : .

““Jadi, di satu sisi peraturan peme-
rintah ini diperbaiki. Sedangkan perr
benahan peraturan lain tentang kon-
sep penunjukan langsung BUMN
jalan tol ini juga sedang berjalan,” pa-
par Djoko.’

Dia berharap perubahan peraturan
pemerintah dan peraturan presiden
mengenai penunjukan langsung terse-
but diharapkan dapat dikeluarkan pa-
da tahun ini. Dengan demikian, peme-
rintah bisa segera mengerjakan pro-
yek jalan tol yang dinilai kurang layak
secara finansial, tetapi layak secara
ekonomi.

“Sejauh ini BUMN yang diusulkan
adalah PT Hutama Karya. Jadi, penun-
jukkan Hutama Karya sebagai BUMN
jalan tol ini bersamaan dengan diter-
bitkannya PP tersebut,” ujar dia.

Sementara itu, Sekretaris Perusaha-
an Hutama Karya Ari Widiyantoro
mengungkapkan masih menunggu
tiga instrumen hukum yang dibutuh-
kan yakni perubahan PP No 15/2005,
serta dua perpres yakni tentang pe-
nunjukan dan Penambahan-Modal

Sebelumnya Menteri BUMN Dah-
lan Iskan mengusulkan Hutama Kar-
ya bertransformasi menjadi perusa-
haan jalan tol dari sebelumnya perusa-
haan jasa konstruksi. Langkah itu di-
tempuh agar proyek pembangunan
jalan tol dapat dilakukan dengan cepat
tanpa memperhitungkan keuntungan
yang masuk ke perusahaan.

“Kami sudah mengusulkan kepada
Menteri Pekerjaan Umum, Menteri
Keuangan, dan Menteri BUMN agar
Hutama Karya menjadi BUMN jalan
tol 100% milik negara,” tutur dia. Bila
kementerian terkait menyetujuinya,
jalan tol Trans Sumatera dapat disele-
saikan dalam waktu enam tahun de-
ngan pengerjaannya dilakukan oleh
Hutama Karya.

Dahlan menegaskan, Hutama Kar-
ya terpilih menjadi BUMN jalan tol ka-
rena perseroan memiliki kemampuan
membangtin jalan tol, ukuran perusa-
haan yang cukup besar, serta manaje-
men bersemangat tinggi untuk mem-
bangun jalan tol. Dengan adanya per-
usahaan jalan tol dengan kepemilikan
100% oleh pemerintah, maka pemerin-
tah lebih leluasa untuk memberikan
penugasan. (ean)
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